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ABSTRAK 

Aspek Hukum terhadap Pembatasan Hak atas Informasi dikaitkan dengan 

Kewenangan Negara dalam Yurisdiksi Cyberspace 

Herdi Novriandi 

 Hak atas Informasi adalah salah satu hak asasi manusia yang kini tengah 

menjadi perhatian dengan adanya tindakan pembatasan akses atas informasi dan juga 

pengawasan yang ketat hingga menyentuh ranah privasi dari para pengguna internet 

oleh aparat pemerintah, baik dengan ataupun tanpa peraturan perundang-undangan 

yang mendasarinya. Pembatasan hak atas informasi merupakan suatu kewenangan 

negara dan pemberlakuannya perlu didasarkan atas norma-norma sosial yang dapat 

diterima oleh seluruh warga negara, dengan tetap menjamin akses atas informasi yang 

dapat digunakan oleh setiap warga negara untuk mengaktualisasikan diri dan 

mengembangkan kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya. 

 Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan 

meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer dari berbagai negara, literatur, 

dan studi kepustakaan melalui internet dengan spesifikasi penelitian deskriptif-

analitis dengan menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang 

menyangkut permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan melalui 

metode normatif- kualitatif dengan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan 

yang ada baik di tingkat nasional maupun internasional. 

 Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah hak atas Informasi telah 

diakui oleh berbagai instrumen hukum baik di tingkat nasional maupun internasional 

seperti Universal Declaration of Human Rights, International Covenant of Civil and 

Political Rights, dan Konstitusi dari berbagai negara di dunia, termasuk Republik 

Indonesia. Hak atas informasi ini merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan 

informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung 

tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; dan 

negara memiliki yurisdiksi untuk menetapkan, menerapkan, dan mengadili atas setiap 

orang dan/atau tindakan yang terjadi dalam cyberspace sepanjang terdapat hubungan 

dalam nasionalitas dan/atau lokasi fisik dari pengunggah maupun pengunduh sebagai 

aktor utama dalam aktivitas dalam cyberspace. Salah satu bentuk penetapan hukum 

yang dapat dilakukan oleh pemerintahan suatu negara adalah dalam kaitannya dengan 

pembatasan hak atas informasi (censorship dan/atau filterisasi) dalam cyberspace 

yang dapat dilakukan dengan berbagai metode. 

Kata Kunci : Hak atas Informasi, yurisdiksi Cyberspace. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Teknologi merupakan salah satu unsur utama dari kebudayaan manusia. Tidak 

dapat disangkal bahwa di dalam masyarakat modern, teknologi menjadi kebutuhan 

primer anggota masyarakatnya, khususnya teknologi informasi, yang memungkinkan 

setiap anggota masyarakat untuk dapat berkomunikasi, mendapatkan, maupun 

mengirimkan informasi dalam waktu yang singkat. Teknologi informasi dan 

komunikasi telah mengubah perilaku manusia secara global, di mana dunia menjadi 

seolah tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang signifikan dan cepat.
1
 

Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya, serta dapat 

memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan. akibatnnya masyarakat semakin 

mengalami ketergantungan terhadap komputer. Dampak negatif dapat timbul ketika 

terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh piranti komputer yang akan mengakibatkan 

kerugian besar bagi pengguna atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang 

disengaja tersebut mengarah kepada penyalahgunaan komputer.
2
 

                                                      
 

1
 Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi, Yayasan Badan 

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964, hlm. 115. 
2
 Andi Hamzah, Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer, Jakarta, Sinar Grafika, 1990, hlm 

23-24 
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Cybercrime berasal dari kata cyber yang berarti dunia maya atau internet dan 

crime yang berarti kejahatan.
3
 Dengan kata lain, cybercrime adalah segala bentuk 

kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet. Cybercrime merupakan tindak 

kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat 

kejahatan utama.
4
 Cybercrime yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan 

teknologi komputer khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan 

melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada 

kecanggihan perkembangan teknologi internet.
5
 

.Dalam beberapa literatur, cybercrime sering diidentikkan sebagai computer 

crime. Andi Hamzah dalam buku Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer (1989) 

mengartikan: “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai 

penggunaan komputer secara illegal.” Cybercrime adalah perbuatan kriminal yang 

dilakukan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama. 

Dengan kata lain, Cybercrime yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan 

teknologi komputer khususnya internet. Dengan demikian Cybercrime didefinisikan 

sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer 

berbasis pada kecanggihan dan perkembangan teknologi internet. 

 

                                                      
3
 Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, 

Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002. 
4
 Ibid, hlm. 16 

5
 Budi Raharjo, Memahami Teknologi Informasi, Jakarta, Elexmedia Komputindo, 2002, hlm 

23 
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Cyber Law yaitu Hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya (kejahatan 

dunia maya melalui jaringan internet). Istilah cyber law telah membentuk rezim 

hukum baru di Indonesia, khususnya dalam kegiatan teknologi dan informasi. Rezim 

hukum cyber law di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan oleh 

Presiden RI tanggal 21 april 2008.
6
 

Undang-undang ini mengatur bahwa informasi elektronik adalah sutu atau 

sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 

gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, 

telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, 

atau porforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang 

yang mampu memhaminya. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum 

yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media 

elektronik lainnya.
7
 

Istilah hukum cyber berasal dari cyberlaw, yang saat ini secara internasional 

digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan Teknologi 

Informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (Law 

of Information Technology), Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum 

Mayantara (cyber crime). Secara akademis, terminologi cyber law belum menjadi 
                                                      

6
 Widodo, Hukum Pidana di Bidang teknologi Informasi cybercrime law, Telaah Teoritik dan 

Bedah Kampus, Yogyakarta, 2013, hlm.15. 
7
 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 

1 butir 1 dan 2. 
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terminologi yang umum. Terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti “The Law 

of The Internet, Law and the Information Superhighway, Information Technology 

Law, The Law of Information, Lex Informatica dan sebagainya”. Di Indonesia sendiri 

tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati. Istilah yang dimaksudkan sebagai 

terjemahan dari cyber law, misalnya, Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, 

dan Hukum Telematika. 

Cyber Law diperlukan karena kegiatan Cyber dengan berbasis internet saat ini 

tidak bisa dibatasi oleh teritori Negara dan dapat dilakukan kapanpun. Meskipun alat 

buktinya berbentuk maya dan bersifat elektronik kegiatan cyber adalah kegiatan 

virtual yang berdampak nyata.
8
 

Indeks    penggunaan    media    internet    dunia,    menunjukkan 

perkembangan  yang  sangat  pesat  dan  mencapai  angka  peningkatan 444,8% 

dalam kurun waktu 10 tahun (2000-2010). Pengguna internet di benua Asia 

merupakan 42%  dari   pengguna   internet   dari   seluruh   dunia,   atau   sejumlah 

825.094.326  jiwa. China  menduduki  peringkat  pengguna  terbesardalam peringkat 

pengguna internet di Asia yaitu sejumlah 384 juta jiwa pengguna  internet,  

sedangkan  Indonesia  menduduki  peringkat  ke-5 dengan jumlah 30 juta jiwa 

pengguna internet.
9
 

                                                      
8
 Ahmad ramli, Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung, Refika 

Aditama, 2010, hlm.2-3. 
9
 https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1385/7/e.unikom-44313027-muhammad%20haikal-

bab%201, diakses pada 14 november 2022 

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1385/7/e.unikom-44313027-muhammad%20haikal-bab%201
https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1385/7/e.unikom-44313027-muhammad%20haikal-bab%201
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Perkembangan   yang   pesat   di   dalam   penggunaan   internet tersebut,  juga  

karena  terpenuhinya  sarana  pendukung  teknis,  baik yang sifatnya infrastruktur, 

suprastruktur, dan juga perangkat teknologi pribadi,  yang  terus  berkembang  

dengan  cepatnya. Perkembangan tersebut  juga  merupakan  cerminan  dari  adanya  

perubahan  di  dalam masyarakat, yang berkembang menjadi masyarakat informasi. 

Setiap  individu  pada  umumnya  dan  Warga  Negara  Indonesia pada   

khususnya,   memiliki   hak   yang   dilindungi   oleh   peraturan perundang-undangan  

atas informasi,  yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal  13  dan  Pasal  14  Undang-

Undang  R.I.  Nomor 39 Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat 

bahwa: 

Pasal 13 

Setiap  orang  berhak  untuk  mengembangkan  dan  memperoleh manfaat dari 

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya sesuai    dengan    martabat    

manusia    demi    kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia 

Pasal 14 

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang   

diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya 

2. Setiap  orang  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki, menyimpan,    

mengolah,    dan    menyampaikan    informasi dengan menggunakan segala 

jenis sarana yang tersedia. 

Tiga jenis yurisdiksi tradisional, untuk menganalisis permasalahan dalam 

cyberjurisdiction yaitu: 

1) Yurisdiksi legislatif (Jurisdiction to prescribe) 

Yurisdiksi legislatif adalah wewenang negara untuk membuat hukum sesuai 
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dengan masyarakat dan keadaan yang ada. Dalam keterkaitannya dengan 

internet, muncul pertanyaan ialah negara mana yang berwenang terhadap 

kegiatan atau orang di dunia cyber. Menimbulkan suatu permasalahan yaitu 

“choice of law”. 

2) Yurisdiksi untuk mengadili ( Jurisdiciton to adjudicate) 

Yurisdiksi untuk mengadili didefinisikan sebagai wewenang negara terhadap 

seseorang untuk melakukan proses pemeriksaan pengadilan, dalam masalah 

kriminal. Pada yurisdiksi ini, masalah yang muncul adalah “choice of forum” 

3) Yurisdiksi untuk melaksanakan (Jurisdiction to enforce) 

Yurisdiksi untuk melaksanakan berhubungan dengan wewenang suatu negara 

untuk melakukan penghukuman terhadap terdakwa sesuai hukum yang 

berlaku, baik melalui pengadilan atau melalui tindakan non-hukum lainnya 

(sanksi administratif). 

 

Ketiga macam yurisdiksi yang dikemukakan di atas, dapat diterapkan dalam 

bidang penegakan hukum pidana sehingga menjadi sebagai berikut yurisdiksi 

legislatif adalah kewenangan pembuatan hukum substantif atau dapat juga disebut 

yurisdiksi formulatif, yurisdiksi Judisial merupakan kewenangan mengadili atau 

menerapkan hukum, dapat pula disebut sebagai yurisdiksi aplikatif atau yurisdiksi 

Judisial yurisdiksi eksekutif adalah kewenangan melaksanakan kepatuhan hukum 
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yang dibuat, dapat pula disebut yurisdiksi eksekutif.
10

 

B. RUMUSAN MASALAH  

Dengan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka Penyusun 

mengharapkan untuk dapat memenuhi tujuan Penelitian ini, yakni: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terkait Hak atas Informasi di dalam 

Cyberspace secara nasional. 

2. Bagaimana pembatasan   Hak   atas   Informasi   dalam Cyberspace yang  

dilakukan  oleh  Pemerintah  dan  berbagai  alasannya. 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

1. Ruang lingkup 

Dalam penusilsan skripsi ini, Penulis  mengharapkan  agar  hasil  dari  

Penelitian  ini  akan dapat   berguna,  baik   bagi   penulis   secara   individu   maupun   

bagi masyarakat  luas  pada  umumnya.  

1. tujuan  

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 

a. Penelitian ini diiharapkan dapat berguna bagi siapapun yang membacanya    

untuk dapat mengetahui  batasan  dan  perlindungan  atas  Hak  atas Informasi 

dalam Cyberspace; 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan  pelaksanaan dan diaplikasikan 

                                                      
10

 Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum, Materi Kuliah Program Pasca 

Sarjana Ilmu Hukum UNDIP 2001,halaman 259. 
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di dalam dunia nyata dan membantu  pemerintah  dan  masyarakat untuk 

mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  atas  Hak  atas Informasi dalam 

Cyberspace. 

D. Kerangka Konseptual  

Suatu penelitian membutuhkan kerangka berpikir untuk menjawab 

permasalahan permasalahan yang telah di rumuskan. Kerangka berfikir yang dikenal 

dalam penelitian hukum terdiri dari atas kerangka teoritis dan kerangka konseptual. 

kerangka teoritis merupakan kerangka dimana masalah di ambil atau di hubungkan.
11

 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang lebih menggambarkan hubungan 

antara konsep-konsep khusus yang melandasi penelitian. Kerangka konseptual lebih 

mengedapankan definisi-definisi dari suatu permasalahan dengan kata lain konsep 

merupakan urian-uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.12 

Adapun beberapa pengertian yang digunakan dalam penelitian ini yang perlu dipakai 

dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. pembatasan hak warga negara adalah pembatasan yang perlu di audit sesuai 

peraturan dalam bernegara, karena jika tidak dibatasi maka akan terjadi 

benturan dan perselisihan dengan warga negara yang lain. Hak yang tidak 

dibatasi akan terjadi lonjakan tuntutan hak yang berlebih dari masing-masing 

                                                      
11

 Soerjono Soekanto, Ringkasan metode Penelitian Hukum Empiris, Jakarta,Ind-Hill, 1990, 

hlm 110. 
12

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 2007,Jakarta,UI Press, 1984, hlm.132 
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warga negara. 

2. Hak informasi adalah Hak yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk 

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan 

segala jenis saluran yang tersedia. 

3. Kewenangan adalah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam 

melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan 

maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan 

timbulnya akibat hukum tertentu. 

4. yurisdiksi adalah kewenangan suatu negara yang berdaulat untuk menerapkan 

ketentuan hukum, baik atas orang maupun benda yang dapat ditundukkan oleh 

hukum nasional yang bersangkutan. Kaitannya dengan kedaulatan negara, 

yurisdiksi adalah bagian dari kedaulatan negara. Kedaulatan negara mencakup 

hak dan kekuasaan untuk menjalankan segala tindakan, sedangkan yurisdiksi 

menunjuk kewenangan yuridis saja. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

yurisdiksi merupakan bagian dari kedaulatan negara.  

5. Cyberspace adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak 

dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara 

online (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari 
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berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, 

tranduser, koneksi, transmisi, prosesor, signal, pengontrol) yang dapat 

menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, 

instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia 

secara interaktif. 

6. Cybercrime adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau 

terjadi secara digital. Kejahatan digital dilakukan dengan melibatkan 

komputer, jaringan, maupun perangkat yang terhubung pada sebuah jaringan. 

Kejahatan digital merupakan perilaku yang melawan hukum karena bersifat 

merugikan pihak lain.  

E. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian 

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
13

 Penelitian hukum normatif 

disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian 

hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 

dihadapi.
14

  Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai 

apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan 

                                                      
13

 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 

PT. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13. 
14

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35. 
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sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang 

dianggap pantas.
15

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi 

ini adalah Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan 

studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, maupun bahan hukum tersier. 

3. Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilalukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara 

terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus 

tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. 

Dalam hal analisis data kualitatif proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-

                                                      
15

 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006, hal. 118. 
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bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang peting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.
16

 

F. Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan skripsi berjudul “aspek hukum terhadap pembatasan hak 

informasi dikaitkan dengan kewenangan negara dalam yurisdiksi cyberspace” 

sistematika penulisan yang digunakan dan tersusun adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab pertama terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan, kerangka konseptual metode penelitian dan 

sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum penelitian 

yang telah dilakukan oleh penyusun. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab Kedua merupakan kajian pustaka menjelaskan mengenai Hak atas 

Informasi sebagai suatu  hak  individual  dalam Cyberspace.  

Menggunakan  berbagai sumber  hukum  dan  referensi,  Penyusun  

menghimpun  teori  dan asas-asas yang melandasi Hak atas Informasi 

dalam Cyberspace. 

                                                      
16

 https://www.researchgate.net/publication/331094976-analisis-data-kualitatif, diakses pada 

14 november 2022 

https://www.researchgate.net/publication/331094976-analisis-data-kualitatif
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BAB III  PEMBAHASAN 

Bab Ketiga berisi pembahasan tentang perlindungan   dan   

pembatasan Hak   atas Informasi dalam Cyberspace yang     dilakukan     

melalui     Kewenangan Pemerintah Selain itu juga akan dijelaskan 

mengenai dasar-dasar hukum bagi penyelenggaraan Kewenangan 

Negara dalam melindungiHak atas Informasi  beserta  seluruh  

keadaan  dan  kondisi  yang  melekat  di dalamnya  bagi pihak  yang  

bersangkutan. 

BAB IV  PENUTUP 

Kesimpulan  dan  Saran  akan membahas mengenai  hasil  analisis 

Penelitian  berdasarkan  identifikasi  masalah  yang  telah  ditetapkan 

sebelumnya secara singkat dan padat. 
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